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BUPATI KUBU RAYA 

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA 
NOMOR 38 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 32 
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUBU RAYA, 

Menimbang : a. bahwa dalarn rangka pelaksanaan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual khususnya terhadap Aset 
Tidak Berwujud dan untuk menindaklanjuti hasil 
pemeriksaan Sadan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia pada Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2015, maka 
perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu 
Raya Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 
Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu 
Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2015; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalarn huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 
32 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis 
Akrual di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 101, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4751); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5478); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita 
Negara Republik [ndonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada 
Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 1425); 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251 Tahun 2015 
tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa 
Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1974); 

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620 Tahun 2015 
tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang 
Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas 
Pemerintah Pusat; 

9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Serita Daerah 
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu 
Raya Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 
Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu 
Raya (Serita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 
Nomor 38); 

10. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 33 Tahun 2014 tentang 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya 
(Serita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 
33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Kubu Raya Nomor 38 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 33 Tahun 2014 tentang 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya 
(Serita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 
41); 

11. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 34 Tahun 2015 ten tang 
Pedoman Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen 
Daerah Keuangan dan Sarang Milik Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Serita Daerah 
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 37); 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 32 TAHUN 2014 
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA. 

Pasal I 

• 
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Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 32 Tahun 
2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 
Nomor 32), diubah sebagai berikut: 

Lampiran II mengenai kebijakan akuntansi aset Iainnya tentang aset tidak 
berwujud diubah dan ditambah dengan tata cara amortisasi barang milik 
daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu 
Raya. 

Ditetapkan di Sungai Raya 
pada tanggal &s Noter 2016 

9UPAT1 KUBU RAYA. < 

Dindangkan d Sungai Raya 
Pada tanggal...2S.HvM&e. 2o¢ 
PI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RA2 

ODANG PRASETYO 
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA 
TAHUN. L0£ NOMOR....38... 
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LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA 
NOMOR 38 TAHUN 2016 
TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN 
BUPATI KUBU RAYA NOMOR 32 TAHUN 
2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 
BERBASIS AKRUAL DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA 

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA 

A. UMUM 
Tujuan 

1. Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas aset 

lainnya yang mencakup pengakuan, pengukuran dan penilaian, serta 

pengungkapannya dalam laporan keuangan pemerintah daerah. 

Ruang Lingkup 

2. Kebijakan ini diterapkan pada akuntansi aset lainnya dalam rangka 

penyusunan laporan neraca. 

3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan 

yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk 

perusahaan daerah. 

Definisi 

4. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat 

diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap 

dan dana cadangan. 

5. Tennasuk di dalam Aset Lainnya adalah : 

a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran; 

b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; 

c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga; 

d. Aset Tidak Berwujud; 

e. Aset Lain-lain. 

6. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat 

diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran 

kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan 

angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan 

kendaraan dinas. 
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7. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang 

dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut 

penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai 

akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan 

melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau 

kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. 

8. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan 

terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk 

menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda 

sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan 

melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian 

dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. 

9. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang 

mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang 

dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha 

yang dimiliki. 

10. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa : 

a. Bangun, Kelola, Serah (BKS) 

b. Bangun, Serah, Kelola (BSK) 

11. Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa 

pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, 

dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan 

dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya 

dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya 

kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada 

pemerintah daerah setelah berakhimya jangka waktu yang disepakati 

(masa konsesi). 

12. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak 

ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, 

biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. 

Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran 

tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan 

pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak 

kerjasama. 

13. Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah 

daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor 

tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut 
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fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut 

kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan 
pembangunan aset tersebut. 

14. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat 

dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk 

digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan 

untuk tujuan lainnya. Contoh aset tidak berwujud adalah Perangkat 

Lunak (software) Komputer, Lisensi, Waralaba (Franchise), Hak Cipta 

(Copyright), Paten, dan hak atas kekayaan intelektual lainnya. 

a. Perangkat Lunak (Software) Komputer adalah software yang bukan 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari perangkat keras 

(hardware) komputer tertentu, sehingga dapat digunakan di 

komputer atau jenis hardware lainnya. 

b. Waralaba (Franchise) adalah perikatan yang salah satu pihaknya 

diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari 

kekayaan intelektual atau pertemuan dari ciri khas usaha yang 

dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan 

yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan 

dan atau penjualan barang dan jasa. 

c. Hak Cipta (Copyright) adalah hak eksklusif yang diberikan kepada 

pemegang hak cipta yang timbul secara otomatis berdasarkan 

prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan, berupa setiap hasil karya 

cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan 

atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, 

keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk 

nyata, dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

d. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta 

atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan 

hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak terkait dengan 

syarat tertentu. 

e. Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada 

seorang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama- 

sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan 

pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi dapat berupa 

produk atau proses. 
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15. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang 
tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, 

Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan 
Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud. 

16. Tennasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan 

dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak 

berat atau dikuasai pihak lain sehingga tidak dapat dimanfaatkan 

lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai 

kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan 

oleh pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima 

atau dokumen sejenisnya. 

17. Aset Lainnya diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana tercantum 

pada Bagan Akun Standar. 

B. PENGAKUAN 

18. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat: 

a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah 

daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur 

dengan andal. 

b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya 

berpindah. 

19. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa 

pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi 

berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

20. Aset lainnya yang berkurang melalui penenmaan kas maupun 

tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi 

berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

C. PENGUKURAN DAN PENlLAIAN 

21. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari 

kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah 

dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke 

kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan 

angsuran. 

22. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat 

Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang 
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telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum 

daerah. 

23. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat 

Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi 

dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang 
bersangkutan ke kas umum daerah. 

24. Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang 
diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk 

membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini 

disajikan terpisah dari Aset Tetap. 

25. Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan 

sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan. 

26. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor 

kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai 
berikut: 

a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar 

nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut 

dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap. 

b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga 

wajar pada saat perolehan/penyerahan. 

27. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga 

yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak 

Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud 

tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa 

datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan 

mengalir masuk kedalam entitas tersebut. 

Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai buku. 28. 

29. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya. 

D. AMORTISASI 

30. Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tidak Berwujud 

adalah alokasi harga perolehan Aset Tidak Berwujud secara 

sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dapat 

diterapkan atas Aset Tidak Berwujud yang memili.ki masa manfaat 

terbatas. 
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31. Tujuan Amortisi adalah untuk menyajikan nilai Aset Tidak 

Berwujud secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi Aset Tidak 

Berwujud dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Disamping 

itu amortisasi juga dimaksudkan untuk mengetahui potensi Aset 

Tidak Berwujud dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu 

Aset Tidak Berwujud yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam 

beberapa tahun ke depan. 

32. Amortisasi dilakukan terhadap Aset Tidak Berwujud yang memiliki 

masa manfaat terbatas, antara lain meliputi: 

a. Perangkat Lunak (Software) Komputer; 

b. Lisensi; 

C • Waralaba (Franchise); • d. Hak Cipta (Copyright); dan 

e. Hak Paten. 

• 
untuk dilakukan 

penghapusan. 

pemindahtanganan, pemusnahan, atau 

33. Amortisasi tidak dilakukan terhadap Aset Tidak Berwujud yang 

dinyatakan hilang, dalam kondisi usang dan/atau rusak berat yang 

telah diusulkan kepada pengelola barang atau pengguna barang 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, 

34. Masa Manfaat adalah periode suatu aset diharapkan untuk 

aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah 

produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset 

untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik, yang 

dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak. 

35. Masa Manfaat Barang Milik Daerah berupa Aset Tidak Berwujud 

sebagai berikut: 

No. URAIAN TAHUN 

l. Software 4 
2. Lisensi 10 

3. Franchise 5 
4. Hak Cipta (Copyright) 70 

5. Hak Paten 20 
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36. Nilai Aset Tidak Berwujud yang dapat diamortisasi pertama kali 

merupakan nilai buku per 31 Desember 2016 untuk Aset Tidak 

Berwujud yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2016. Untuk 

Aset Tidak Berwujud yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 

2016, nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan. 

37. Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tidak Berwujud sebagai 

akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset 

Tidak Berwujud, maka penambahan atau pengurangan tersebut 

diperhitungkan dalam nilai yang dapat dilakukan amortisasi. 

38. Amortisasi Aset Tidak Berwujud dilakukan dengan menggunakan 
• metode garis lurus. Perhitungan atas metode garis lurus tersebut 

dilakukan untuk mendapatkan nilai Amortisasi per periode, dengan 

formula sebagai berikut: 

• 

Nilai yang dapat diamortisasi 

Amortisasi per periode = 
Masa Manfaat 

39. Perhitungan dan Pencatatan Amortisasi Aset Tidak Berwujud 

dilakukan untuk setiap Unit Aset Tidak Berwujud tanpa 

memperhitungkan adanya nilai residu. 

40. Nilai yang dapat diamortisasi didasarkan pada nilai buku 

semesteran dan tahunan. 
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E. PENGUNGKAPAN 

41. Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, 
sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut: 

a. Rincian aset lainnya; 

b. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga 
(sewa,KSP,BOT dan BTO); 

c. Informasi lainnya yang penting. 

{BUPT1 KUBU RAYA 

fausww Au ] 

Diundangkan di Sungai Ra} ,~er ous 
Pad tangga.RS No." 

SEKRETARIS DAERA KABUPATEN KUBU RAYA 

« 
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ODANG[PRASETYO 

SERITA 0/IERAH ABUPATEH KUBU� 
TAHUN.A.0l%. [NW0MOR..2~ 
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